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Masyarakat menginginkan Lembaga Peradilan Agama mampu menyelesaikan
perkaranya dengan cepat, sederhana dan biaya yang ringan sesuai dengan asasnya,
terutama dalam perkara hukum keluarga. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik merupakan respon atas implementasi asas tersebut guna menjawab
beberapa problematika yang muncul di peradilan, seperti Ketepatan waktu sidang,
proses dan jadual sidang berbelit dan dalam, Ketersedian layanan informasi yang
up-to-date dan yang merata, dan masih maraknya pungutan liar pada proses
administrasi perkara.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dipadukan
dengan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal). Diharapkan dapat
mendeskripsikan dan mengevaluasi secara empirik proses bekerjanya hukum dalam
kehidupan masyarakat dan dapat menghasilkan temuan terkait implementasi E-
Court, terkait faktor pendukung dan penghambatnya. Demikian pula bagaimana
pandangan hukum islam dan hukum nasional melihat system E-Court upaya
menwujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa
di pengadilan.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan
sejak akhir 2019 sudah mengimplentasikan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang
E-Court mulai dari proses Pendaftaran perkara (e-Filling) sampai Pelaksanaan
Persidangan (e-Litigation). Adapun faktor-faktor pendukungnya antara lain: (a)
Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara hingga proses
selanjutnya. (b) Pembayaran biaya panjar perkara yang lebih ringan. (c) Masa tunda
sidang bisa lebih cepat. (d) Dokumen terasip dengan baik dan dapat diakses tanpa
terbatas ruang dan waktu.

Faktor-Faktor Penghambatnya (a) Masih rendahnya pemahaman masyarakat
tentang akses E-Court sehingga hanya kalangan Advokad yang menggunakan (b)
Sistem E-Court yang terpusat di Mahkamah Agung RI, (c) Kurang sosialisasi yang
merata, (d) terbatasnya durasi waktu sistem e-litigation.

Hukum islam dapat memandang implementasi system E-Court sebagai siyasah
dusturiyah (politik perundang-undangan) guna mewujudkan suatu maslahah al-
mursalah. Demikian pula dalam perspektif hukum Acara Perdata asas kemanfaatan
dapat dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan hukum untuk kemanfaatan.
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The public wants the Religious Justice Institution to settle cases quickly, simply
and at a low cost according to its principles, especially in Family Law Cases.
Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning Case Administration and
Trials in Electronic Courts is a response to the implementation of the principle in
order to answer several problems that arise in the court, such as the timeliness of
hearings, trial processes and schedules, the availability of up to date and equitable
information services, and the still extortion of illegal fees in the case administration
process.

This research has found that since the end of 2019 the Pamekasan Religious Court
had implemented the Supreme Court Regulations regarding the E-Court, starting
from the case registration process (e-Filling) to the Implementation of the Trial (e-
Litigation).

The supporting factors include: (a) Saving Time and Costs in the case registration
process to the next process. (b) cheaper to pay the case fee (¢) The postponement
of the trial can be faster. (d) all documents can be archived properly and can be
accessed without limited space and time.

The inhibiting factors are the low public understanding of e-court access, so that
only Advocates use it. (b) E-court system that is still centralized to the Supreme
Court of the Republic of Indonesia, (¢) Lack of equitable socialization, (d) limited
duration of time e-litigation system.

Islamic law views the implementation of the E-Court system as siyasah dusturiyah
(political legislation) in order to realize the maslahah mursalah. Likewise in the
Civil Procedure perspective, the principle of expediency is carried out according to
the principles and purpose of the law for expediency
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